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Terhadap permasalahan di atas, 
jelas diatur bahwa apabila seseorang 
mantan narapidana telah memenuhi 
syarat tertentu, seyogyanya orang 
tersebut tidak boleh lagi dihukum 
kecuali oleh hakim apabila mengulangi 
perbuatannya. Dalam hal undang-
undang membatasi hak seseorang 
mantan narapidan untuk tidak dapat 
mencalonkan dirinya menjadi kepala 
daerah maka sama saja artinya 
Undang-undang telah memberikan 
hukuman tambahan kepada yang 
bersangkutan, sementara UUD 1945 
melarang memberlakukan diskriminasi 
kepada seluruh warga masyarakatnya. 

Sementara, dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 4/
PUU-VII/2009, menentukan syarat 
bagi seseorang yang akan mengisi 
jabatan publik atau jabatan politik yang 
pengisiannya melalui pemilihan, yaitu: 
(1) Tidak berlaku untuk jabatan publik 
yang dipilih (elected officials); (2) Berlaku 
terbatas jangka waktunya hanya 
selama 5 (lima) tahun sejak terpidana 
selesai menjalani hukumannya; (3) 
Dikecualikan bagi mantan terpidana 
yang secara terbuka dan ju jur 
mengemukakan kepada publik bahwa 
yang bersangkutan mantan terpidana; 
(4) Bukan sebagai pelaku kejahatan 
yang berulang-ulang.

KONSTITUSIONALITAS MANTAN NAPI 
MENCALONKAN DIRI SEBAGAI 

KEPALA DAERAH

Kedaulatan berada di tangan 
rakyat dan dilaksanakan 
menurut Undang-Undang 
Dasar. Bentuk kedaulatan 

rakyat sebagai negara demokrasi, 
dilaksanakan melalui pemilu yang 
merupakan hal terpenting sebagai 
bentuk partisipasi rakyat dalam memilih 
kandidat dan partai yang benar-
benar akan membawa aspirasi dan 
kepentingan dalam bentuk formulasi 
kebijakan ke depannya. Pelaksanaan 
demokrasi juga dilaksanakan dalam 
pemilihan kepala daerah (pilkada). 
Pilkada yang merupakan manifestasi 
kedaulatan dan pengukuhan bahwa 
pemilih adalah masyarakat di daerah. 
Sehingga, sebagaimana yang diatur 
dalam ketentuan norma Pasal 28D 
ayat (3) menyatakan, “Setiap warga 
negara berhak memperoleh kesempatan 
yang sama dalam pemerintahan”. 
Dengan demikian, sebagai negara 
demokrasi, dalam pelaksanaan pilkada, 
konstitusi mengatur dengan tegas 
bahwa, setiap warga negara berhak 
memperoleh kesempatan yang sama 
untuk mencalonkan diri dan dicalonkan 
sebagai calon kepala daerah sepanjang 
memenuhi persyaratan, antara lain: 
“tidak pernah melakukan perbuatan 
tercela yang dibuktikan dengan surat 
keterangan catatan kepolisian” [Pasal 7 
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ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 
10 Tahun 2016]. Dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 
dinyatakan bahwa, “Yang dimaksud 
dengan “melakukan perbuatan tercela” 
antara lain judi, mabuk, pemakai/
pengedar narkotika, dan berzina, serta 
perbuatan melanggar kesusilaan lainnya”.

Lebih lanjut, terkait dengan 
pencabutan hak memilih dan hak 
dipil ih sebagaimana yang diatur 
dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) 
angka 3 KUHP, hak memilih dan hak 
dipilih hanya dapat dicabut dengan 
putusan hakim. Dengan demikian, 
pencabutan hak memilih dan hak pilih 
tidak dapat dilakukan oleh undang-
undang.  Undang-Undang hanya 
dapat memberikan pembatasan-
pembatasan sebagaimana yang diatur 
dalam ketentuan Pasal 28J ayat (2) 
UUD 1945, yang menyatakan “Dalam 
menjalankan hak dan kebebasannya, 
setiap orang wajib tunduk kepada 
pembatasan yang ditetapkan dengan 
undang-undang dengan maksud semata-
mata untuk menjamin pengakuan serta 
penghormatan atas hak dan kebebasan 
orang lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis”. 

Dengan demikian, seseorang 
yang telah menjalani hukuman dan 
keluar dari penjara atau lembaga 
pemasyarakatan pada dasarnya 
adalah orang yang telah menyesali 
perbuatannya, telah bertaubat, dan 
berjanji  untuk tidak mengulangi 
lagi perbuatannya. Oleh karena itu, 
seseorang mantan narapidana yang 
sudah bertaubat tidak tepat jika 
diberikan hukuman lagi oleh undang-
undang seperti yang ditentukan dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016. 
Namun, apabila putusan pengadilan 
menyatakan bahwa seseorang dihukum 
dengan pencabutan hak memilih dan 
hak pilih, maka hal tersebut diatur. 
Terkait dengan pencalonan mantan napi 
sebagai kepala daerah, telah diajukan 
judicial review ke Mahkamah Konstitusi 
dan telah diputus oleh Mahkamah 
Konstitusi melalui Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2021, 
bertanggal 31 Mei 2022.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
2/PUU-XX/2022 

Dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 2/PUU-XX/2022, 
bertanggal 31 Mei 2022, yang diajukan 
oleh Pemohon Hardizal, S.Sos., M.H., 
berkedudukan sebagai warga negara 
Indonesia merupakan mantan terpidana 
kasus psikotropika berdasarkan Putusan 
Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 
37/PID.B/2002/PN.SPN. Pemohon telah 
selesai melaksanakan seluruh putusan 
Pengadilan Negeri Sungai Penuh, baik 
pidana penjara maupun pidana denda 
berdasarkan Surat Keterangan Kepala 
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB 
Sungai Penuh, bertanggal 11 Februari 
2003, dibuktikan dengan surat lepas dan 
Surat Tanda Terima Pembayaran Pidana 
Denda bertanggal 11 Februari 2003 

karena semua pemidanaan yang 
dijatuhkan telah selesai Pemohon jalani 
tahun 2003, namun hak Pemohon untuk 
mengajukan diri dan dipilih sebagai 
kepala daerah atau wakil kepala daerah 
tetap hilang.

Pemohon mendali lkan frasa 
“serta perbuatan melanggar kesusilaan 
lainnya” yang terdapat dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, 
bertentangan dengan Pasal 18 ayat 
(4), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), 
Pasal 28I ayat (4) UUD 1945. Kerugian 
konstitusional yang dialami oleh 
Pemohon adalah sebagai berikut:
1. Frasa “serta perbuatan melanggar 

ke s u s i l a a n  l a i n nya ”  d a l a m 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf 
i UU 10/2016 dapat ditafsirkan 
sebagai “Perbuatan Tercela” yang 
luas, tidak pasti dan tidak dapat 
diukur. Hal ini melawan asas 
kepastian hukum karena mudah 
ditafsirkan untuk kepentingan 
politik oleh kelompok tertentu 
dalam kompetisi pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah 
dengan tujuan tertentu. Selain 
itu juga bertentangan dengan 
asas pembentukan peraturan 
perundang-undangan yang baik 
karena tidak jelas rumusannya 
sehingga dapat menimbulkan 
berbagai interpretasi dalam 
pelaksanaannya;

2. F r a s a  “ s e r t a  p e r b u a t a n 
melanggar kesusilaan lainnya” 
dalam Penjelasan Pasal  7 
ayat (2) huruf i UU 10/2016 
m e n y e b a b k a n  P e m o h o n 
y a n g  m e r u p a k a n  m a n t a n 
narapidana kasus psikotropika 
menjadi dipersamakan dengan 
terpidana kasus narkotika. Hal 
ini mengakibatkan masyarakat 

yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan Kelas IIB Sungai 
Penuh. Pemohon pernah mencalonkan 
diri sebagai Bakal Calon Wakil Walikota 
Sungai Penuh di Provinsi Jambi dalam 
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota 
Sungai Penuh Tahun 2020, yang diusung 
oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP 
PDIP), Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Persatuan Pembangunan (DPP PPP), 
dan Dewan Pimpinan Pusat Partai 
Berkarya (DPP Partai Berkarya), namun 
pada akhir masa pendaftaran Pemilihan 
Kepala Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 
2020, partai politik dimaksud mencabut 
rekomendasinya, dikarenakan adanya 
cacatan dalam Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian (SKCK) yang menerangkan 
bahwa yang bersangkutan terlibat 
dalam kegiatan kriminal seperti yang 
tercantum pada UU 35 Tahun 1997 
tentang Psikotropika. 

M e n u r u t  P e m o h o n ,  h a k 
konstitusionalnya yang dilindungi Pasal 
18 ayat (4), Pasal 28D ayat (1), Pasal 
28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (4) UUD 
1945 telah dirugikan dengan berlakunya 
frasa “serta perbuatan melanggar 
kesusilaan lainnya” dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, 
dikarenakan norma tersebut telah 
memberikan syarat yang menghalangi 
Pemohon untuk mencalonkan diri 
sebagai Wakil Walikota Sungai Penuh 
karena status Pemohon sebagai 
mantan terpidana kasus psikotropika. 
Menurut Pemohon, dengan persyaratan 
yang menghalangi mantan terpidana 
psikotropika untuk mencalonkan diri 
dalam pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah, maka menjadikan 
terpidana dihukum dua kali. Hal ini 
menimbulkan ketidakpastian hukum 
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umum, petinggi partai politik, atau 
pemegang hak dalam mengajukan 
Pasangan Calon Gubernur/Bupati/
Wal ikota,  mempersamakan 
n a r a p i d a n a  n a r kot i ka  d a n 
psikotropika. Sebagaimana yang 
Pemohon alami ketika menjadi 
bakal calon Wakil  Walikota 
Sungai Penuh, di mana partai 
politik memberikan rekomendasi 
pencalonan kepada Pemohon, 
namun kemudian rekomendasi 
d i c a b u t  k a r e n a  P e m o h o n 
dianggap bersalah menyimpan 
psikotropika, dikarenakan adanya 
catatan dalam Surat Keterangan 
Catatan Kepolisian (SKCK) yang 
menerangkan “bahwa yang 
bersangkutan terlibat dalam 
kegiatan kriminal seperti yang 
tercantum pada UU 35 Tahun 
1997 tentang Psikotropika”;

3. Rumusan norma Pasal 7 ayat 
(2) huruf i UU 10/2016 serta 
Penjelasannya tidak sejalan atau 
tidak konsisten dengan Undang-
Undang Pemasyarakatan yang 
mengatur bahwa pelaku pidana 
yang telah menjalani hukumannya 
diberikan pemulihan hak-hak dan 
kebebasannya;

4. SKCK sebagai  persyaratan 
pencalonan merupakan bentuk 
k e s e w e n a n g a n  p e n g u a s a . 
Selain itu, persyaratan “tidak 
pernah melakukan perbuatan 
tercela” yang harus dipenuhi 
oleh bakal calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah adalah 
bertentangan dengan Pasal 
18 ayat (4) UUD 1945, karena 
seharusnya kedaulatan berada di 
tangan rakyat.
Dalam pertimbangan hukumnya, 

Mahkamah telah mempertimbangkan, 
hak untuk memilih dan dipilih adalah 
hak konstitusional, namun negara 

dapat melakukan pembatasan yang 
ditetapkan dengan undang-undang 
semata-mata  untuk  menjamin 
pengakuan dan penghormatan 
terhadap hak dan kebebasan orang 
lain dan untuk memenuhi tuntutan 
yang adil sesuai dengan pertimbangan 
moral, nilai-nilai agama, keamanan, 
dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis [vide Pasal 
28J ayat (2) UUD 1945]. Pembatasan-
pembatasan terhadap hak pilih juga 
dikenal dalam Pasal 25 Kovenan Hak 
Sipil dan Politik yang menyatakan 
bahwa setiap warga negara mempunyai 
hak dan kesempatan, tanpa pembedaan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dan tanpa pembatasan yang tidak 
wajar, salah satunya untuk memilih 
dan dipilih dalam pemilihan umum. 
Untuk menciptakan pemilihan yang 
berkualitas bukan hanya ditentukan 
dari penyelenggaraan yang berkualitas, 
namun juga calon yang akan dipilih 
menjad i  pemimpin  juga  harus 
berkualitas. Salah satu cara menjaga 
kualitas dari pemilihan adalah dengan 
memberikan batasan-batasan sehingga 
yang akan menjadi peserta pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah 
adalah calon-calon berintegritas.

Masih dalam pertimbangan 
h u k u m n y a ,  M a h k a m a h 
mempertimbangkan, baik dalam 
konteks hak untuk dipilih maupun 
hak untuk memilih, negara memberi 
batasan siapa saja yang dapat 
dikategorikan memenuhi syarat 
sebagai pemilih dan sebagai calon yang 
akan dipilih. Dalam hal pembatasan 
hak konstitusional demikian bukan 
berarti hak konstitusional pemilih dan 
calon yang dipilih menjadi terlanggar. 
Pembatasan tetap perlu ada untuk 
membuat sistem pemilihan yang tertib 
dan akan menghasilkan pemerintahan 
yang dipimpin oleh calon terbaik 

yang dipilih oleh rakyatnya yang 
kemudian akan memberikan pelayanan 
kepada masyarakat serta mewujudkan 
kesejahteraan bagi masyarakatnya. 
Oleh karena itulah pemilih yang 
akan memiliki hak pilih juga dibatasi 
dengan persyaratan, yaitu pemilih 
yang dapat mempertanggungjawabkan 
pi l ihannya,  yang dalam sistem 
pemilihan dipersyaratkan pemilih 
adalah penduduk yang berusia paling 
rendah 17 tahun atau sudah/pernah 
kawin (vide Pasal 1 angka 6 UU 
1/2015). Pemilih juga disyaratkan 
harus terdaftar dalam daftar pemilih 
atau merupakan penduduk setempat 
yang dibuktikan dengan Kartu Tanda 
Penduduk. Demikian juga untuk orang 
yang hendak mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah dan wakil kepala daerah, 
terdapat syarat yang ditetapkan oleh 
undang-undang yang salah satunya 
yaitu syarat tidak pernah melakukan 
perbuatan tercela yang menjadi pokok 
permohonan Pemohon. Persyaratan 
calon dalam Pasal 7 UU 10/2016 
secara kumulatif ditentukan sejumlah 
20 (dua puluh) syarat, kesemuanya 
bertujuan untuk menjadi penyaring 
awal untuk mendapatkan calon terbaik 
yang setelah memenuhi persyaratan 
akan dipilih oleh masyarakat untuk 
menjadi pemimpin daerah.

Pembatasan hak asasi dengan 
persyaratan calon harus dipandang 
bukan hanya dilihat dari sisi perorangan 
bakal calon yang hendak mencalonkan 
diri, namun juga dari sisi persepsi 
masyarakat daerah yang sedang 
mencari pemimpin daerahnya, di mana 
dengan sistem pemilihan langsung 
masyarakatlah yang secara langsung 
memilih tanpa adanya panitia seleksi 
sebagaimana pemilihan jabatan-
jabatan lainnya. Oleh karenanya, kedua 
puluh persyaratan yang dipersyaratkan 
oleh Pasal 7 UU 10/2016 merupakan 
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seleksi awal yang dapat menghasilkan 
bakal-bakal calon yang berkualitas 
untuk dipilih oleh pemilih. Dengan 
demik ian ,  menurut  Mahkamah 
persyaratan calon diperlukan dalam 
sistem pemilihan kepala daerah 
dan waki l  kepala daerah demi 
mewujudkan demokrasi yang esensial, 
yaitu demokrasi yang tidak hanya 
mendasarkan pada suara terbanyak 
tetapi yang memiliki esensi pada tujuan 
luhur untuk mewujudkan masyarakat 
yang sejahtera yang dipimpin oleh 
pemimpin yang berintegritas dan 
berkualitas yang dihasilkan dari proses 
pemilihan yang melibatkan rakyat yang 
dipimpinnya. 

M e s k i p u n  M a h k a m a h 
menganggap persyaratan bagi bakal 
calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah adalah hal yang penting 
untuk menjadi seleksi awal, namun 
Mahkamah juga pernah memutus 
dalam putusannya bahwa syarat yang 
ditentukan UU tidak konstitusional 
dan harus diberikan pemaknaan. 
Sebagaimana Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 4/PUU VII/2009, 
tanggal 24 Maret 2009 yang memutus 
bahwa syarat tidak pernah dijatuhi 
pidana yang diancam pidana penjara 5 
tahun atau lebih adalah inkonstitusional 
sepanjang tidak memenuhi syarat 
sebagai berikut: (i) tidak berlaku untuk 
jabatan publik yang dipilih (elected 
official); (ii) berlaku terbatas jangka 
waktunya hanya selama 5 (lima) tahun 
sejak terpidana selesai menjalani 
hukumannya; (iii) dikecualikan bagi 
mantan terpidana yang secara terbuka 
dan jujur mengemukakan kepada publik 
bahwa yang bersangkutan mantan 
terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku 
kejahatan yang berulang. 

Se jak  Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, 
Mahkamah juga memaknai syarat tidak 

pernah dipidana ini beberapa kali dalam 
putusannya terakhir dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XVII/2019, tanggal 11 Desember 2019 
yaitu calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah harus memenuhi syarat: 
(i) tidak pernah sebagai terpidana 
berdasarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tindak pidana 
yang diancam dengan pidana penjara 
5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 
terhadap terpidana yang melakukan 
tindak pidana kealpaan dan tindak 
pidana politik dalam pengertian suatu 
perbuatan yang dinyatakan sebagai 
tindak pidana dalam hukum positif 
hanya karena pelakunya mempunyai 
pandangan politik yang berbeda dengan 
rezim yang sedang berkuasa; (ii) bagi 
mantan terpidana, telah melewati 
jangka waktu 5 (lima) tahun setelah 
mantan terpidana selesai menjalani 
pidana penjara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap dan secara 
jujur atau terbuka mengumumkan 
mengenai latar belakang jati dirinya 
sebagai mantan terpidana; dan (iii) 
bukan sebagai pelaku kejahatan yang 
berulang-ulang. 

Selanjutnya terhadap persyaratan 
tidak pernah melakukan perbuatan 
tercela yang dibuktikan dengan 
SKCK, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016, 
m e s k i p u n  M a h k a m a h  p e r n a h 
mempertimbangkannya dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-
XVI/2018, namun Mahkamah hanya 
mempertimbangkan frasa “pemakai 
narkotika” dalam Penjelasan Pasal 7 
ayat (2) huruf i UU 10/2016, di mana 
terhadap frasa “pemakai narkotika” 
dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf 
i UU 10/2016 Mahkamah menyatakan 
sebagai norma yang konstitusional, 

namun dalam pertimbangan hukumnya 
memberikan makna bahwa sifat tercela 
menjadi tidak tepat jika dilekatkan 
kepada:
a. pemakai narkotika yang karena 

alasan kesehatan yang dibuktikan 
dengan keterangan dokter 
yang merawat pemakai yang 
bersangkutan; atau

b. mantan pemakai narkotika yang 
karena kesadarannya sendiri 
melaporkan diri dan telah selesai 
menjalani proses rehabilitasi; atau

c. mantan pemakai narkotika yang 
terbukti sebagai korban yang 
berdasarkan penetapan/putusan 
pengadilan diperintahkan untuk 
menjalani rehabilitasi dan telah 
dinyatakan selesai menjalani 
proses rehabilitasi yang dibuktikan 
dengan surat keterangan dari 
instansi negara yang memiliki 
otoritas untuk menyatakan 
seseorang telah selesai menjalani 
proses rehabilitasi.
Menurut Mahkamah terkait 

persoalan konstitusionalitas norma 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i 
UU 10/2016 yang dipermasalahkan 
oleh Pemohon, yaitu sepanjang 
terkait dengan frasa “serta perbuatan 
pelanggaran kesusilaan lainnya” 
bertentangan dengan UUD 1945 atau 
sepanjang frasa “serta perbuatan 
melanggar  kesusi laan la innya” 
dipersamakan dengan menyimpan 
psikotropika tanpa hak bertentangan 
d e n g a n  U U D  1 9 4 5  d a n  t i d a k 
berkekuatan hukum mengikat secara 
bersyarat (conditionally unconstitutional), 
sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan 
bagi Mantan Narapidana Psikotropika 
yang telah selesai menjalani Pidana 
Penjara dan Pidana Denda serta 
telah jeda lima tahun sejak putusan 
hakim berkekuatan hukum tetap”. 
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Pemohon menganggap frasa dalam 
norma a quo menyebabkan Penjelasan 
a quo ditafsirkan bahwa Pemohon 
yang telah menjalani masa pidana 
penjara dan membayar denda karena 
menggunakan psikotropika tetap 
tidak dapat memenuhi syarat tidak 
pernah melakukan perbuatan tercela 
sebagaimana disyaratkan Pasal 7 
ayat (2) huruf i UU 10/2016, sehingga 
terhalang untuk mencalonkan diri 
sebagai kepala daerah dan wakil kepala 
daerah.

Mahkamah dalam putusan-
putusan terdahulu terkait mantan 
terpidana yang diancam dengan pidana 
penjara 5 (lima) tahun atau lebih 
telah berpendirian bahwa mantan 
terpidana yang telah selesai menjalani 
masa pidana dapat mencalonkan 
diri sebagai kepala daerah dan wakil 
kepala daerah sepanjang memenuhi 
syarat telah melewati jangka waktu 
5 (lima) tahun dan secara jujur atau 
terbuka mengumumkan mengenai latar 
belakang jati dirinya sebagai mantan 
terpidana, serta bukan pelaku tindak 
pidana yang berulang-ulang. Oleh 
karena itu, terhadap bakal calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang 
memiliki kualifikasi sebagai mantan 
terpidana dengan ancaman pidana 5 
(lima) tahun atau lebih, Mahkamah 
telah menegaskan dengan memberi 
kesempatan kepada yang bersangkutan 
untuk dapat ikut serta dalam pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah 
sepanjang memenuhi syarat yang 
ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) 
huruf g UU 10/2016 sebagaimana 
yang telah dimaknai dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/
PUU-XVIII/2019. Sebab, penilaian 
akhir terhadap calon mantan terpidana 
yang ikut kontestasi dalam pemilihan 
kepala daerah dan wakil kepala daerah 
menjadi pilihan masyarakat/pemilih 
untuk menentukannya.

Berkenaan syarat calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah 
sebagaimana yang ditentukan dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 
dan Penjelasannya,  Mahkamah 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 99/PUU-XVI/2018 juga telah 
mengecualikan pemberlakuan syarat 
tidak melakukan perbuatan tercela bagi 
pemakai narkotika yang karena alasan 
kesehatan; atau mantan pemakai 
narkotika yang karena kesadarannya 
sendiri melaporkan diri dan telah 
selesai menjalani proses rehabilitasi; 
atau mantan pemakai narkotika yang 
terbukti sebagai korban dan yang telah 
dinyatakan selesai menjalani proses 
rehabilitasi. Oleh karena itu, yang 
bersangkutan jika memenuhi syarat-
syarat lainnya dapat mencalonkan diri 
sebagai calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah tanpa dikategorikan 
telah melakukan perbuatan tercela 
sebagaimana yang dimaksud dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016. 

Dengan demikian, pertanyaan 
selanjutnya yang harus dijawab 
adalah bagaimana dengan mantan 
terpidana lain yang tidak tergolong 
ke dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) 
huruf g UU 10/2016 sebagaimana 
yang telah dimaknai dengan Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-
XVIII/2019 dan mantan terpidana yang 
telah selesai menjalani masa pidana 
karena melakukan perbuatan tercela 
sebagaimana yang terdapat dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i 
UU 10/2016 seperti judi, mabuk, zina, 
dan pengedar narkotika, termasuk 
perbuatan melanggar kesusilaan 
lainnya. Apakah pelaku-pelaku tindak 
pidana ataupun perbuatan lain yang di 
antaranya termaktub dalam Penjelasan 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 
yang telah dijatuhi pidana karena 
perbuatannya tersebut oleh pengadilan 

dan telah selesai menjalani masa 
pidana dianggap tidak memenuhi syarat 
untuk mencalonkan diri sebagai calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah. 
Bahwa terhadap hal tersebut menurut 
Mahkamah, syarat tidak pernah 
melakukan perbuatan tercela yang 
dibuktikan dengan SKCK sesungguhnya 
hanyalah bersifat administratif untuk 
membuktikan bahwa seseorang pernah 
atau tidak pernah melakukan perbuatan 
tercela. Namun, dalam hal ini apabila 
dikaitkan dengan semangat yang ada 
di dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf 
i UU 10/2016 dan Penjelasannya, 
SKCK tersebut bukanlah merupakan 
satu-satunya parameter bahwa 
seseorang yang akan mencalonkan 
diri sebagai kepala daerah dan wakil 
kepala daerah adalah subjek hukum 
yang mempunyai rekam jejak yang 
serta merta dapat disimpulkan tidak 
memenuhi syarat sebagai seorang 
calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah. Sebab, bisa jadi seseorang yang 
melakukan perbuatan sebagaimana 
yang di antaranya termaktub dalam 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 disebabkan karena adanya 
kelalaian atau kealpaan, disamping 
sifat dari perbuatannya yang sekalipun 
adalah tindak pidana akan tetapi bisa 
jadi adalah tergolong ringan/sedang 
dibandingkan dengan pelaku tindak 
pidana sebagaimana yang diatur dalam 
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016. 
Oleh karena itu, hal demikian menurut 
Mahkamah akan terjadi disparitas 
dalam perspektif keadilan hukum dan 
keadilan hak konstitusional apabila 
terhadap pelaku tindak pidana yang 
diancam dengan pidana 5 (lima) tahun 
atau lebih diberi kesempatan untuk 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah 
sebagaimana yang diatur dalam norma 
Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016 
yang telah dimaknai oleh Putusan 
Mahakamah Konstitusi Nomor 56/

Telaah

PUU-XVII/2019, sementara terhadap 
pelaku perbuatan yang melanggar 
kesusilaan sebagaimana di antaranya 
termaktub dalam Penjelasan Pasal 
7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 dan 
telah dijatuhi pidana oleh pengadilan 
dan selesai menjalani masa pidana 
menjadi tertutup kesempatannya untuk 
mencalonkan diri sebagai kepala daerah 
dan wakil kepala daerah sekalipun 
syarat-syarat lain terpenuhi oleh yang 
bersangkutan. 

D e n g a n  d e m i k i a n ,  u n t u k 
memenuhi adanya kepastian hukum 
dan rasa keadilan, tidak ada pilihan 
lain bagi Mahkamah selain memberi 
kesempatan yang sama bagi pelaku 
perbuatan tercela yang telah dijatuhi 
pidana oleh pengadilan dan telah selesai 
menjalani masa pidananya untuk dapat 
mencalonkan diri dalam kontestasi 
pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. Sehingga, sekalipun 
syarat melampirkan SKCK sebagaimana 
yang dipersyaratkan dalam norma 
Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 
tetap diberlakukan kepada setiap calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah, 
namun apapun model ataupun format 
SKCK dimaksud, hal tersebut tidak 
boleh menjadi penghalang bagi calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah 
yang bersangkutan untuk dapat ikut 
kontestasi pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah sekalipun 
yang bersangkutan telah melakukan 
perbuatan tercela sepanjang yang 
bersangkutan telah memperoleh 
putusan pengadilan dan telah selesai 
menjalani masa pidana, serta sepanjang 
syarat-syarat lainnya terpenuhi. Dengan 
kata lain, bagi calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah yang telah 
melakukan perbuatan yang melanggar 
Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 
10/2016 dan telah dijatuhi pidana oleh 
pengadilan serta telah selesai menjalani 

masa pidana, maka harus dikecualikan 
untuk tidak dikenakan syarat SKCK yang 
masih dikaitkan dengan perbuatannya 
tersebut.

Oleh karena syarat-syarat untuk 
menjadi calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah dibuat secara ketat 
adalah untuk mendapatkan calon 
pemimpin daerah yang berintegritas, 
maka meskipun terhadap calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah yang 
telah dijatuhi pidana oleh pengadilan 
dan telah selesai menjalani masa pidana 
dikarenakan melakukan perbuatan yang 
diatur dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (2) 
huruf i UU 10/2016 diberi kesempatan 
untuk dapat mencalonkan diri sebagai 
kepala daerah dan wakil kepala daerah 
dan pertimbangan pilihan diserahkan 
kepada para pemilihnya/masyarakat, 
namun hal tersebut tidak boleh 
menghilangkan informasi tentang jati 
diri masing-masing calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah. Oleh karena 
itu, sebagaimana juga diberlakukan 
untuk ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf 
g UU 10/2016, untuk mencapai tujuan 
yang sama, yaitu untuk memberikan 
informasi tentang jati diri secara lengkap 
terhadap masing-masing calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah, maka 
dalam memaknai Penjelasan Pasal 
7 ayat (2) huruf i UU 10/2016 ini 
pun juga diwajibkan kepada calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah 
yang pernah melakukan perbuatan 
tercela yang telah memperoleh putusan 
pengadilan dan telah selesai menjalani 
masa pidana, untuk secara jujur atau 
terbuka mengumumkan mengenai latar 
belakang jati dirinya sebagai mantan 
terpidana, sebagaimana juga telah 
dipersyaratkan dalam Pasal 7 ayat 
(2) huruf g UU 10/2016, yang telah 
dimaknai oleh Putusan Mahakamah 
Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019.

Dengan adanya penegasan dari 
Mahkamah di atas maka kepada 
penyelenggara pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah termasuk 
dalam hal ini pihak Kepolisian yang 
berwenang mengeluarkan SKCK, untuk 
segera memformulasikan bentuk/format 
SKCK sebagaimana yang dikehendaki 
dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf 
i UU 10/2016 dengan menyesuaikan 
semangat yang ada dalam putusan 
a quo. Oleh karena itu, Mahkamah 
berpendapat dapat menerima dalil 
Pemohon sepanjang yang menyatakan 
bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) 
huruf i UU 10/2016 menimbulkan 
ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, 
serta Petitum Pemohon yang meminta 
untuk menyatakan inkonstitusional 
secara bersyarat. Dengan demikian, 
Mahkamah berkesimpulan permohonan 
Pemohon beralasan menurut hukum 
untuk sebagian dan tidak mempunyai 
kekuatan hukum mengikat sepanjang 
tidak dimaknai, “dikecualikan bagi 
pelaku perbuatan tercela yang telah 
memperoleh putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap 
dan telah selesai menjalani masa 
pidananya, serta secara jujur atau 
terbuka mengumumkan mengenai latar 
belakang jati dirinya sebagai mantan 
terpidana”. Sedangkan, terhadap dalil 
dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan 
karena dipandang tidak relevan dan 
oleh karena itu harus dinyatakan tidak 
beralasan menurut hukum.

“Everyone’s unique. Be 
yourself with confidence, 

bravery, agility, 
intelligence, wisdom, 

(then) colour the world…”.
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STANDAR PELAYANAN
 PUTUSAN DI LAMAN

WWW.MKRI.ID

PERSYARATAN LAYANAN1  Mengunjungi Laman www.mkri.id

SARANA DAN
PRASARANA/FASILITAS6

PENGAWASAN INTERNAL 81.  Kepala Subbagian Pelayanan
     Teknis Persidangan
2.  Kepala Bagian Fasilitas dan
     Pelayanan Teknis Persidangan
3.  Kepala Biro Hukum dan
      Administrasi Kepaniteraan
4.  Panitera Muda
5.  Kepala Pusat TIK
6. Panitera 

PRODUK LAYANAN5 File Salinan Putusan yang telah mendapatkan
tanda tangan elektronik Panitera.

PENANGANAN PENGADUAN,
SARAN DAN MASUKAN 9
Kotak saran : datang langsung ke Gedung MK
Laman MK   : pengaduan dapat dikirim via website #tanyajawab

JAMINAN KEAMANAN,
KESELAMATAN PELAYANAN 12
1. Bebas biaya
2. Bebas KKN

EVALUASI KINERJA
PELAKSANA 13
1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

KOMPETENSI
PELAKSANA 7

JANGKA PENYELESAIAN3 30 menit sejak selesainya sidang putusan

BIAYA TARIF4 Tidak ada biaya.

JUMLAH PELAKSANA10 3 orang

MASA
BERLAKU
IZIN 14Tidak ada

WAKTU PELAYANAN15 Sesuai dengan Jadwal Sidang Putusan/  
Kapan saja dan di mana saja selama ada akses internet.

JAMINAN PELAYANAN

11
Salinan Putusan akan dapat
diakses masyarakat

SISTEM, MEKANISME DAN
PROSEDUR2

30

1.  Mengetahui database Putusan. 
2.  Memiliki pengetahuan tentang pedoman
      tata naskah dinas. 
3.   Memahami pengetahuan pengoperasian
      MS O�ce.
4.  Mengetahui cara pengoperasian
     aplikasi SIMPP dan aplikasi Digital Certi�cate.

1.   Sidang pembacaan putusan selesai 
      dilaksanakan                                                                                              
2.   File putusan disesuaikan format digital 
      certi�cate (diberikan barcode dan 
      dibuat bentuk pdf )                                                                                               
3.   File putusan dibubuhkan tanda tangan 
       elektronik oleh panitera.                                                                                                                             
4.   Mengunggah �le putusan ke laman 
       www.mkri.id

1. Komputer dan kelengkapannya
2. Database Perkara                                                                                                                               
3. Aplikasi SIMPP dan Aplikasi Digital Certi�cate
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